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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Perpajakan (Konsep, Teori dan
Praktik)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Perpajakan
(Konsep, Teori dan Praktik).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya
kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya
selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di
Indonesia.

Juni, 2021
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KONSEP DAN TEORI PERPAJAKAN

Jeni Irnawati, S.E., M.M.
Universitas Pamulang

A. PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas secara lengkap mengenai konsep-konsep
dasar perpajakan serta membahas secara terperinci tentang teori-teori
perpajakan, dan berikut rincian pembahasan yang akan dipelajari
1. Konsep dasar pajak;
Definisi pajak
Dasar hukum pajak;
Jenis pajak;
Fungsi pajak;
Teori perpajakan;
Definisi penghasilan;
Definisi pajak penghasilan;

O N AWN

Setelah mempelajari bab 1 ini, diharapkan anda mampu dalam
memahami konsep-konsep dasar dari perpajakan, dasar hukum pajak serta
teori-teori dari perpajakan. Kegunaan dari pembahasan ini adalah
menjadikan salah satu dasar penting dalam mengetahui pajak yang berlaku
khususnya di Indonesia.
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PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA

Irwan Moridu, SE., MM., CRA., CSF
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

A. PENDAHULUAN

Pendapatan fiskal kondisi sekarang sedang menghadapi kenaikan yang
lumayan baik dan bagus dalam jumlah ataupun nominal ataupun
persentase kepada jumlah totalitas penerimaan dalam negeri. Di bagian lain
persentase Wajib Pajak cukup kecil bila dibandingkan dengan jumlah semua
masyarakat di Indonesia. Perihal ini membuktikan pemahaman warga
Indonesia dalam rangka melunasi pajak cukup kecil.

Dalam pengurusan pajak yang terdapat di Indonesia bisa dipecah jadi
Pajak Daerah serta Pajak Negara (Pajak Pusat) dimana Pajak Daerah (Pajak
Lokal) merupakan pajak yang dipungut serta diatur oleh Pemerintah Daerah.
Pajak Daerah terbatas hanya untuk orang dalam wilayah itu sendiri serta
dilaksanakan oleh Pemda Tingkat | serta Il. Sebaliknya Pajak Negara
merupakan Pajak Pusat ataupun Pajak Negara merupakan pajak yang diatur
oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) serta hasilnya
dipergunakan buat membantu pengeluaran teratur negeri serta
pembangunan (APBN).
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KETENTUAN DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

Dabella Yunia, SE., MSA., Ak., CPA.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN
Peraturan perundang-undangan tentang pajak, termasuk Undang-
undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berlaku
di Indonesia sering kali berubah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk
mengimbangi kondisi bisnis yang terjadi di suatu wilayah negara.
Pelaksanaan ketentuan dan tata cara perpajakan dilaksanakan berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor
28 tahun 2007, kemudian disempurnakan kembali pada Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan instruksional pada BAB IlI, yaitu:
1. Memahami tentang pentingnya ketentuan umum dan tata cara
perpajakan
2.  Memahami Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
3. Memahami proses Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak
4. Memahami proses pembayaran dan pelaporan pajak
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PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA

Masripah, S.E., M.S.Ak., CPSAK
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penagihan pajak dengan surat paksa terjadi saat Penanggung Pajak

tidak atau kurang bayar sejumlah tagihan pajak sampai tanggal jatuh tempo
pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan
pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Definisi
Penanggung Pajak sesuai Pasal 1 angka 28 dan pasal 32 ayat (4) UU KUP
ialah:

Orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
Orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan
kebijaksanaan dan atau mengambil keperluan dalam kegiatan
perusahaan, meskipun tidak tercantum dalam susunan pengurus
dalam akta perusahaan termasuk komisaris dan pemegang saham
pengendali.
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PAJAK PENGHASILAN UMUM

Arif Zunaidi, SHI. MEI
Institut Agama Islam Negeri (1AIN) Kediri

A. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan
sebuah negara, khususnya digunakan untuk proses kemajuan dan
pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama selain
pendapatan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan milik negara,
pajak dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam
hal pembangunan negara. Pajak adalah pungutan wajib yang harus
diserahkan kepada negara dari masyarakat yang sifatnya mengikat dan
tanpa kontraprestasi secara langsung. Dimanfaatkan oleh negara untuk
kepentingannya dan masyarakat umum. (Mardiasmo:2011).

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak haruslah dikelola
dengan baik dan benar untuk memberikan hasil yang maksimal. Dalam
aktifitasnya sebagai negara, pastilah membutuhkan pembiayaan yang besar
untuk prosesnya. Tanpa pengelolaan yang baik, negara pastilah mengalami
defisit keuangan yang pada akhirnya memperburuk keadaan. (Zunaidi, 2021)

Pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian
negara. Digunakan dalam pembangunan dan membiayai kebutuhan belanja
negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai faktor penting yang
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PENYUSUTAN, AMORTISASI
DAN REVALUASI

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA
UIN Sunan Ampel Surabaya

A. PENYUSUTAN
1. Pengertian Penyusutan menurut Akuntansi

Dalam PSAK 16 Aset Tetap dan PSAK ETAP menyatakan bahwa definisi
aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak
lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan set berwujud untuk
digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan definisi aset tetap menurut
PSAK EMKM adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam
kegiatan normal usahanya dan diharapkan aset yang dimiliki akan
digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Sehingga dari ketiga
standar akuntansi di atas disepakati periode penggunaan aset berwujud
lebih dari satu periode. Aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup
signifikan terhadap total biaya perolehan maka disusutkan secara terpisah.
Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis
sepanjang umur manfaatnya. Metode yang digunakan harus mencerminkan
ekspektasi pada pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset. Masa
manfaat ditentukan oleh entitas dan perubahan masa manfaat diizinkan
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pipit Novila Sari, S.E.,M.M
Universitas Mitra Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pada sebuah usaha karyawan berperan penting dalam menentukan
kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya
diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta
fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk
diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya. Pajak atas penghasilan
karyawan pun beragam salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau
juga sering disebut PPh 21.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri,
yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21,merupakan pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri. Pada Bab ini menjelaskan tentang Definisi PPh pasal 21,
Dasar Hukum PPh pasal 21,pemotong PPh pasal 21,Hak dan kewajiban
pemotong pajak, Subjek PPh Pasal 21, Hak dan kewajiban wajib pajak, objek
PPh Pasal 21,Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 25

Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Peraturan mengenai Pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi atau
badan selain yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, juga terdapat
ketentuan lain mengenai PPh, yaitu PPh pasal 24 dan pasal 25 vyang
tertuang dalam undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008.

PPh Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Kredit pajak
luar negeri dapat terjadi jika wajib pajak dalam negeri memperoleh
penghasilan di luar negeri dan penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai
ketentuan negara dimana penghasilan tersebut diperoleh. Untuk
menghindari terjadinya pajak berganda, ada metode pengkreditan atas
pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terhadap
total pajak terutang di dalam negeri yang diatur dalam PPh pasal 24.

Sedangkan PPh pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran pajak
yang harus dibayar wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan
dalam tahun pajak berjalan.

Bab ini akan membahas tentang ketentuan PPh pasal 24 dan pasal 25
sesuai ketentuan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, mulai dari definisi,
ketentuan khusus dari masing-masing pasal dan disertai dengan contoh
kasus.



5. Jelaskan ketentuan perhitungan besarnya angsuran pajak setiap
bulan bagi WPOP dan badan!
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Asih Machfuzhoh., SE., M.Ak
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Di beberapa bab sebelumnya kita telah membahas tentang kewajiban
pajak untuk wajib pajak dalam negeri. Pada bab ini kita akan membahas
tentang pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri. Salah satu asas
pemungutan pajak adalah asas sumber. Asas Sumber adalah negara berhak
mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Indonesia berhak untuk
mendapatkan pajak dari wajib pajak luar negeri yang memperoleh
penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pajak penghasilan yang mengatur
tentang hal ini adalah PPh pasal 26.

B. PENGERTIAN PPH PASAL 26

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 , PPh Pasal 26
adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima
wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di
Indonesia.
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PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) & (PPnBM)

Hustna Dara Sarra, S.E., M.Si
Universitas Muhammadiyah Tangerang

A. SEJARAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak pertambahan Nilai (PPN) dengan istilah dalam bahasa inggris
Value Added Tax (VAT). Sejarah PPN pertama kali di dunia diperkenalkan
oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis dan konsultan
pemerintahan Jerman pada tahun 1919. Namun negara yang justru
pertama kali melakukan penerapan PPN adalah negara Perancis pada tahun
1954 kemudian Jerman sendiri menerapkan pada tahun 1968. Untuk
Indonesia penerapan PPN berlaku sejak April 1985. Proses penggantian ini
merupakan salah satu rangkaian perombakan system perpajakan nasional
yang dikenal sebagai Tax Reform 1983.

Awal mulanya di Indonesia menerapkan Pajak Penjualan (PPn) dimulai
pada tanggal 1 Oktober 1951 berdasarkan Undang-undang Darurat Tahun
1951 No.19 Lembaran Negara No.94 Tahun 1951, yang kemudian disahkan
menjadi Undang-undang No.35 Tahun 1951. PPN menggantikan peranan
PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak
dimiliki oleh PPn.
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BEA METERAI DAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB)

Muhammad Nasri Katman, SE., M.Ak.,
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

PENGERTIAN

1. Bea Meterai adalah Pajak Atas Dokumen yang terutang sejak saat
dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan
kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.
Dokumen yang bisa dikenai bea meterai adalah dokumen berbentuk
surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan
dokumen yang digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen
kontrak pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian
pembangunan gedung kantor.

2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan tangan, cetakan, atau
elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

3. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik dan
bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,
yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

4. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana
lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, terapan atau cap tanda
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BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

Nawang Kalbuana, SE, Ak, M.Ak, CA, ACPA, CAP
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

A. PENGERTIAN BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat
dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.

Dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2000 (disebut dengan UU BPHTB), memberikan pengertian
mengenai BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang dimaksud dengan
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU BPHTB menyebutkan bahwa
Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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REKONSILIASI FISKAL

Rahmadani, S.E., M.Si
Dosen STIM Sukma Medan

A. PENDAHULUAN

Pajak yang merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang diatur
dalam undang-undang tidak dapat dipungkiri menjadi sumber untuk
pembangunan negara. Dimana pajak adalah sumber utama penerimaan
negara, dilihat pada postur APBN 2019, 82,5% total penerimaan negara
merupakan kontribusi dari hasil pemungutan pajak. Soemitro
mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Covid 19 merupakan wabah yang sejak kemunculannya sampai saat ini
telah mencuri perhatian dunia. Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)
adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus SARS-Cov-2. Tidak sampai disitu,
Wabah Covid 19 telah mampu mempengaruhi perekonomian global, tanpa
terkecuali Indonesia juga merasakannya. Dimana Covid 19 berdampak pada
penerimaan negara. Pendapatan negara atas pajak pada tahun 2020 tidak
dapat mencapai target dan bahkan menurun dari tahun sebelumnya.
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GLOSARIUM

B
BKP/JKP: Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Beda Permanen: Beda yang muncul antara laporan keuangan komersial
dengan laporan keuangan fiskal yang disebabkan oleh perbedaan
pengakuan menyangkut pendapatan dan beban terkait nominal, akibat dari
adanya peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beda Temporer: Beda sementara yang diakibatkan oleh perbedaan metode
yang digunakan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal.
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Indirect Substraction Method: Metode pengurangan secara tidak langsung
yaitu dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau
pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa dengan PPN yang dibayar
kepada penjual atau pengusaha jasa lain atau perolehan barang atau jasa.

J

Joint venture: suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas
bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu
tertentu.

Jurusita Pajak: ialah pelaksana tindakan penagihan pajak yang diangkat
Pejabat.

K
Kepala Daerah: ialah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kredit Pajak: Angsuran Pajak yang dapat dihitung sebagai pengurang pajak
yang terutang.

Koreksi Fiskal Positif: Koreksi yang menambah besarnya laba fiskal atau rugi
fiskal berkurang.
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Koreksi Fiskal Negatif: Koreksi yang mengurangi laba fiskal atau rugi fiskal
bertambah.

L

Laporan Keuangan Fiskal: Laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Laporan Keuangan Komersial: Laporan keuangan yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan.

M
Menteri: ialah Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia.

Masa Pajak: Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu
jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

N

Nomor Pokok Wajib Pajak: nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

o]

Omzet: Penerimaan bruto atau total penerimaan sebelum dikurangi biaya-
biaya.
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Pajak: Bantuan keuangan negara wajib yang digunakan untuk
mengamankan tingkat dukungan penduduk tertinggi untuk memenubhi
kebutuhan negara, di mana individu atau lembaga tidak diwajibkan secara
hukum untuk menerima kompensasi langsung.

Penghasilan: Kekuatan finansial tambahan yang dapat digunakan untuk
mengkonsumsi atau menambah kekayaan dengan cara apapun, baik di
dalam maupun di luar Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPH): Pajak yang dikenakan oleh wajib pajak atas
penghasilan yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak.

Pengusaha Kena Pajak: Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.

Pejabat: ialah pejabat yang ditunjuk Menteri atau Kepala Daerah untuk
penagihan pajak.

Penagihan Pajak: ialah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak: ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiba orang pribadi atau badan tersebut.

Pencegahan Pajak: ialah larangan yang bersifat sementara terhadap
Penanggung Pajak untuk keluar dari wilayah Negara Indonesia berdasarkan
alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan UU.

Penyanderaan Pajak: ialah pengekangan sementara waktu terhadap
kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di suatu tempat
tertentu.
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PPnBM : Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

R

Rekonsiliasi Fiskal: Menyesuaikan laporan keuangan komersial yang
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan.

S

Self assessment system: sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan,
menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan.

Surat Pemberitahuan: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa: Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
Bank Persepsi: bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk
menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan
impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan
penerimaan bukan pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan: Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun
Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Surat Setoran Pajak: bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
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lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

Surat Paksa: ialah surat perintah untuk Penanggung Pajak membayar
hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

SPT Tahunan: Surat pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban
perpajakannya.

T

Tahun Pajak: Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tax Reform: perubahan signifikan dan komprehensif akan sistem
perpajakan yang mencakup perbaikan administrasi, pembenahan regulasi,
hingga peningkatan basis pajak

\

VAT: Value Added Tax istilah dalam Bahasa Inggris untuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

w
Wajib Pajak: orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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perpajakan.
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Perpajakan

Konsep, Teori & Praktik

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang
percaya terhadap keberadaan perpajakan di Indonesia.
Umumnya, masyarakat hanya mengenal pajak sebagai suatu
tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah.
Pengetahuan atas dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran
pajak masih sangat minim dikalangan umum, pentingnya
pengetahuan akan keberadaan Perpajakan, karena saat ini
memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara
secara menyeluruh. Pajak akan selalu dinamis mengikuti pola
bisnis yang berkembang di masyarakat.

Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah
seharusnya mau membayar pajak sesuai tarif pajak yang telah
ditentukan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-
besarnya demi kemakmuran rakyat. Maka dari itu seringkali
pebisnis melakukan koreksi fiskal dalam pelaporan pajak agar
angka pembayaran bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan
yang dipegangnya.

Hadirnya buku perpajakan ini akan menjadi penopang dan
penambah wawasan serta keilmuan masyarakat luas, terutama
yang membaca buku ini sehingga sadar akan pentingnya
perpajakan, karena dalam buku ini menyimpan sejumlah hal-hal
penting serta rahasia yang harus diketahui oleh seluruh
masyarakat maupun pemilik perusahaan dalam menstabilkan
perusahaannya pada bidang perpajakan.

BN 978- 623 6092-6

Penerbit @ || |
widina

WWW. penerbrtmdlna com



